GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 783 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengendalian Sengketa Konsumen sebagaimana
tercantum dalam diktum KESATU, memiliki beberapa tugas

dan wewenang, antara lain:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase

dan/atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa
baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis
dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap
Perlindungan Konsumen;

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan
Konsumen,

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku
usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana
dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen;

j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen,

atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau
pemeriksaan,;

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak konsumen;

1. memberitahukan putusan kepada konsumen dan pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan
Konsumen; dan

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan:

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, dilaksanakan oleh Anggota dan dibantu oleh
Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Anggota Badan
Pengendalian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud
dalam diktum KETIGA, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas

nama Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Sekretariat
Badan Pengendalian Sengketa Konsumen sebagaimana
dimaksud dalam diktum KETIGA, ditetapkan oleh Kepala Dinas
yang membidangi urusan Perdagangan.

Pendanaan penyelenggaraan Badan Pengendalian Sengketa
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023
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Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
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